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Abstrak

Masalah penelitian adalah Bagaimana indeks kepuasan masyarakat pada one stop services (OSS) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang?.
Desain penelitian yang  digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu mixed antara kualitaif dengan kuantitatif untuk mengetahui indeks kepuasan masyarakat pada one stop services (OSS) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang
Hasil penelitian adalah 1). Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa unsur terendah secara berurutan adalah  1). Kedisiplinan petugas pelayanan dan 2). Persyaratan Pelayanan” 2). Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa unsur tertinggi secara berurutan adalah ”Kepastian Biaya Pelayanan” dengan nilai 3,407  diikuti oleh ” Kepastian jadwal pelayanan”

Kata kunci : indeks kepuasan masyarakat
Abstract

How research problem is the satisfaction index at one stop services (OSS) Integrated Licensing Service Office of Palembang?.

The study design used is descriptive qualitative with quantitative mixed between kualitaif to determine people's satisfaction index at one stop services (OSS) Integrated Licensing Service Office Palembang

The results of the study were 1). The results of these calculations show that the lowest element in a sequence is 1). Disciplinary officer service and 2). Terms of Service "2). The results of these calculations indicate that the highest element in a sequence is the "Certainty Service Charge" with a value of 3.407 followed by "service schedules Certainty"
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1. Latar Belakang

Pendahuluan

Dengan semakin tingginya tuntutan lingkungan terhadap kualitas pelayanan, diperlukan usaha peningkatan kualitas pelayanan dengan membandingkat antara layanan yang diharapkan dengan layanan yang dirasakan pleh masyarakat. Untuk itu pemerintah harus segera melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas pelayanan public, sehingga pelayanan tersebut dapat dirasakan manfaatnya semaksimal mungkin dan meningkatkan derajat layanan perizinan masyarakat Indonesia pada umumnya dan khususnya bagi masyarakat di sekitar wilayah  Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang.
Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian ini maka dapat dikemukakan bahwa saat ini kecenderungan masyarakat dalam membuat perizinan  ataupun dalam mendapatkan pelayanan perizinan sudah mulai berubah. Dimana dahulu masyarakat cenderung memandang sebelah mata dalam hal layanan perizinan, namun saat ini masyarakat sudah mulai menjadikan KPPT sebagai alternative pertama dalam memperoleh layanan perizinan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka masalah adalah sebagai berikut :

Bagaimana indeks kepuasan masyarakat pada one stop services (OSS) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang?
Tujuan Penelitian

Adapaun tujuan penelitian ini adalah : untuk mengetahui dan menganalisis indeks kepuasan masyarakat pada one stop services (OSS) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang
2. Tinjauan Pustaka

Pelayanan
Pelayanan adalah setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun (Simamora, 2001:172). 

Kata pelayanan atau jasa atau service memiliki makna yang beragam. Dalam bukunya yang berjudul “Service, Quality and Satisfaction”, Fandy Tjiptono dan Gregorius Chandra (2005) mengutip beberapa pengertian service antara lain:

a. Menurut Johns (1999), secara garis besar konsep service mengacu pada tiga lingkup definisi utama : industri (berbagai sub-sektor dalam kategorisasi aktivitas ekonomi), output atau penawaran (produk intangible dengan output lebih berupa aktivitas daripada objek fisik), dan proses (penyampaian jasa inti interaksi personal kinerja dalam arti luas dan pengalaman layanan). Johns juga menegaskan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara perspektif penyedia jasa dan perspektif customer terhadap konsep service. Bagi penyedia jasa, jasa merupakan proses yang terkait dengan operasi jasa sedangkan customer lebih mernpersepsikan jasa sebagai fenomena atau bagian dan pengalaman hidup.

b. Lovelock, Patterson & Walker (2004) mengemukakan perspektif service sebagai sebuah sistem yang terdini atas 2 komponen utama yaitu (1) operasi jasa (service operations) di mana input diproses dan elemen-elemen produk jasa diciptakan, dan (2) penyampaian jasa (service delivery) di mana elemen-elemen produk jasa dirakit, dirampungkan dan disampaikan kepada customer.

c. Sebagai salah satu bentuk produk. jasa juga bisa didefinisikan berbeda-beda seperti Gummesson (1987) yang mendefinisikan jasa dengan penekanan bahwa jasa bisa dipertukarkars namun sering sulit dialami atau dirasakan secara fisik. Kotler (2000) mendefinisikan jasa sebagai setiap tindakan atau perbuatan yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya bersifat intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu’.

d. Definisi lainnya yang berorientasi pada aspek proses atau aktivitas dikemukakan oleh Gonroos (2000) yaitu jasa adalah proses yang terdini atas serangkaian aktivitas intangible yang biasanya (tidak selalu) terjadi pada interaksi antara customer dan karyawan jasa dan atau sumber daya fisik atau barang dan atau sistem penyediajasa, yang disediakan sebagai solusi atas masalah customer.

Secara singkat, jasa merupakan pemberian suatu kinerja atau tindakan tak kasat mata (intangible) dan satu pihak kepada pihak lain, dimana pada umumnya jasa diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan dan interaksi antara pemberi jasa dan pencrima jasa mempengaruhi basil jasa tersebut
Pelayanan Publik

pelayanan publik adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang atau instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat atau kelompok yang dilayani dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pelayanan ini diberikan kepada seluruh masyarakat atau yang berhak mendapatkan pelayanan tanpa terkecuali dengan tidak membedakan satu dengan yang lainnya.

Menurut Miftah Thoha, pelayanan sosial merupakan suatu usaha yang dilakukan seseorang atau kelompok orang atau institusi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu (Thoha, 2001: 39). Definisi ini menunjukkan bahwa pelayanan publik merupakan pelayanan sosial yang diberikan oelah instansi tertentu untuk mayarakat untuk mencapai suatu tujuan tertentu pula. Sedangkan berdasarkan Undang-undang Nomer 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesual dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atan pelayanan admirdstratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik
Kepuasan Masyarakat

Kepuasan pelanggan (masyarakat) dapat dicapai apabila aparatur pemerintah yang terlibat langsung dalam pelayanan, dapat mengerti dan menghayati serta berkeinginan untuk melaksanakan pelayanan prima. Untuk dapat melaksanakan pelayanan prima, unsur aparatur seyogiyanya mengerti dan memahami bagaimana pelayanan. Salah satu konsep dasar dalam memuaskan pelanggan, minimal mengacu pada: (1) Keistimewaan yang terdiri dari sejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan langsung maupun keistimewaan atraktif yang dapat memenuhi keinginan pelanggan dan dengan demikian dapat memberikan kepuasan dalam penggunaan produk itu. (2) Kualitas terdiri dari segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau kerusakan.
Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No Kep./25/M.PAN/2/2004 tentang Indek Kepuasan Masyarakat, menyatakan bahwa: “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitaif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan public dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya”.

Untuk mengetahui kepuasan masyarakat atau pelanggan dapat dilakukan melakui pengukuran kepuasan masyarakat atau pelanggan, untuk dapat  mengetahui sampai sejauh mana pelayanan telah mampu memenuhi harapan atau dapat memberikan pelayanan kepada pelanggan, maka organisasi harus mengetahui tingkat harapan pelanggan atau suatu atribut tertentu. Harapan pelanggan ini selanjutnya akan dibandingkan dengan kinerja aktualnya, sehingga dari sini akan diperoleh indeks kepuasan pelanggan yang mencerminkan kualitas pelayanan yang diterima oleh pelanggan. 

Menurut Tjiptono (1997:31), Indeks Kepuasan Pelanggan adalah mengukur perbedaan antara apa yang ingin diwujudkan oleh pelanggan dalam membeli suatu produk atau jasa dan apa yang sesungguhnya ditawarkan perusahaan. Sedangkan Bragan (1992:51-53) memberikan alasan pengunaan Indeks Kepuasan Pelanggan sebagai ukuran untuk mengetahui kualitas pelayanan adalah berdasarkan kebanyakan pendapat yang mengatakan bahwa untuk mengetahui program mutu, apapun bentuk organisasinya keberhasilan dari program mutu tersebut diukur dari kepuasan pelanggan” 

3. Metodologi Penelitian

Rancangan Penelitian

Desain penelitian yang  digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu mixed antara kualitaif dengan kuantitatif untuk mengetahui indeks kepuasan masyarakat pada one stop services (OSS) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang
Metode Penarikan Sampel

Untuk menentukan besarnya sampel akan digunakan metode berdasarkan Kep./25/M.PAN/2/2004 yaitu : 

Jumlah sampel = (jumlah unsur pertanyaan + 1) x 10

Jumlah unsur pertanyaan adalah 14 sehingga jumlah sampel yang harus diambil adalah = (14 + 1) x 10 = 150 orang sampel
Metode Analisis

Adapun teknik analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan metode analisis kuantitatif yaitu menghitung IKM yang didasarkan pada Kep./25/M.PAN/2/2004 dengan menggunakan ”nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan IKM terdapat 14 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :

Bobot nilai rata-rata      =  jumlah bobot     = 1 /14 = 0,071

Tertimbang                       jumlah unsur

Untuk memperoleh nilai IKM digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

IKM = Total dari nilai persepsi per unsur  x nilai penimbang

                  Total unsur yang terisi

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 – 100 maka hasil penilaian tersebut di atas di konversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

IKM x 25
Untuk menilai kepuasan masayarakat terhadap pelayanan publik Pemerintah telah mengeluarkan peraturan yaitu  Kep./25/M.PAN/2/2004. Dalam Kep./25/M.PAN/2/2004 tersebut terdapat 14 unsur yang “relevan, valid dan reliable”, sebagai unsur minimal yang harus ada sebagai dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat, yaitu:

a. Prosedur Pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.

b. Persyaratan Pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya.

c. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan.

d. Kedislipinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama  terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggungjawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan.

f. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan atau menyelesaiakan pelayanan kepada masyarakat.

g. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggaraan pelayanan.

h. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani.

i. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati.

j. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang yang telah ditetapkan oleh unit pelayanan.

k. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan.

l. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu  pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

m. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepeda penerima pelayanan.  
n. Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit pelayanan ataupun sarana yang digunakan sehingga masyarakat merasa
4. Hasil Penelitian
Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa unsur terendah secara berurutan adalah  1). Kedisiplinan petugas pelayanan dan 2). Persyaratan Pelayanan”. Hasil ini menunjukkan bahwa pegawai  Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang mempunyai disiplin kerja relatif rendah. Relatif rendahnya disiplin tersebut dapat berupa datang terlambat atau pelayanan kepada masyarakat yang kurang baik. 

Persyaratan pelayanan menurut masyarakat juga merupakan unsur terendah dalam pelayanan. Dari kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat merasa kurang jelas persyaratan yang dituntut dalam pelayanan. Salah satu penyebab rendahnya unsur ini adalah tidak adanya informasi yang jelas mengenai pesyaratan-persyaratan yang dibutuhkan dalam pelayanan yang diberikan. 
Selain 2 unsur di atas yang rendah, ada beberapa unsur yang perlu mendapatkan perhatian lebih walaupun mempunyai nilai rata-rata yang relatif tinggi atau di atas 3,2. Unsur tersebut adalah ”kepastian biaya pelayanan” dan ”kepastian jadwal pelayanan”. Jawaban masyarakat yang menyatakan kepastian biaya pelayanan “Madang-kadang sesuai” yang relatif  banyak menunjukka bahwa kurangnya informasi mengenai berapa biaya yang seharusnya dikeluarkan oleh masyarakat dalam mendapatkan palayanan oleh pihak Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang, sehingga masyarakat merasa biaya yang di keluarkannya kurang sesuai dengan apa yang seharusnya didapatkannya. Untu itu perlu adanya informasi yang jelas mengenai biaya pelayanan yang harus dikerluarkan oleh masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Selain itu juga perlu adanya perbaikan terhadap sikap pegawai Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang baik PNS maupun non PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa diperlakukan adil oleh pihak Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang. 
5. Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa unsur terendah secara berurutan adalah  1). Kedisiplinan petugas pelayanan dan 2). Persyaratan Pelayanan”

2. Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa unsur tertinggi secara berurutan adalah ”Kepastian Biaya Pelayanan” dengan nilai 3,407  diikuti oleh ” Kepastian jadwal pelayanan”

Saran

Dari hasil tersebut dapat diajukan rekomendasi sebagai berikut :

1. Pihak manajamen Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang sebaiknya dapat menerapkan atau menegakkan disiplin kerja terhadap pegawai-pegawainya.  Pihak Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang disarankan dapat menerapkan sistem hukuman bagi pegawai yang tidak disiplin baik terhadap kehadiran maupun metode kerja. Untuk itu perlu adanya penilaian terhadap kinerja individu pegawai secara periodik. Pegawai yang mempunyai kinerja rendah dapat diberikan hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku, sedangkan pegawai yang mempunyai kinerja baik dapat diberikan penghargaan.

2. Pihak Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang sebaiknya dapat  membuat brosur-brosur mengenai pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Brosur-brosur ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai persyaratan, prosedur dan biaya pelayanan sehingga masyarakat mejadi jelas.
3. Pihak Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang sebaiknya dapat mengintruksikan dan mewajibkan kepada pegawainya untuk bertindak adil dalam memberikan  pelayanan kepada masyarakat tanpa melihat siapa masyarakat yang diberikan pelayanan. Untuk mengetahui atau menilai apakah pegawai telah memberikan keadilan dalam pelayanan maka pihak Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang dapat melakukan survei kepada masyarakat mengenai keadilan yang yang diperolehnya dalam pelayanan. Survei ini sebaiknya dilakukan secara periodik, selain survei pihak Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang juga dapat menempatkan kotak saran yang berguna untuk mengetahui keluhan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Hasil dari survei tersebut sebaiknya dianalisis dan dibahas oleh jajajran pimpian dan dilakukan tindak lanjut

